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SOAL TAKE HOME
Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH
Petunjuk:
1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
1. Take home diunggah ke elearning paling lambat (1x24jam pascaujian )
Kasus 1
Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.
Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:
1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2.Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
1. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut? 
1. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
1. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
1. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
1. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

1. Rekomendasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sampan tepatnya di daerah rumah saya menetapkan bahwa kasus Bidan X menelantarkan pasien ibu hamil hingga terpaksa melahirkan di pagar rumah bidan tersebut merupakan pelanggaran kode etik profesi. Sehingga izin praktik bidan tersebut bisa dicabut sementara sesuai dengan kriteria kesalahan bidan tersendiri. Sanksi kode etik ada tiga kriteria yakni sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan dalam bentuk teguran lisan dan pembinaan. Sedangkan kasus X menyangkut tentang etika, sehingga menurut pendapat saya masuk kategori sedang yaitu diberikan pembinaan dan pencabutan izin praktik mandirinya sementara. Dan kasus tersebut juga bisa masuk pada ranah hukum perundang-undangan jika mengacu ketentuan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2.Bentuk pertanggung jawaban seorang Bidan dalam kasus tersebut adalah berdasarkan Prinsip Hukum Profesi dimana perlindungan hukum di perlukan baik oleh pasien maupun tenaga medis. Karena hukum  secara umum berfungsi sebagai perlindungan  bagi masyarakat. Agar terlindungi , hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus berlangsung secara normal, damai. Dalam pertanggung jawaban seorang Bidan dalam kasus ini berdasarkan Prinsip Perlindungan Hukum Profesi, yaitu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, lahirnya konsep-konsep  tentang [pengakuan dan perlindungan  terhadap hak-hak asasi manusia di arahkan kepada kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban  masyarakat dan pemerintah. Dan juga Aspek dominan dalam hak asasi manusia yaitu menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu.

3. Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan diantara para pihak yang berperkara. Tanggung jawab di bidang hukum perdata dari seorang tenaga kesehatan muncul dalam bentuk tanggung gugat, bahwa bidan dapat digugat di muka pengadilan karena perbuatannya.Untuk selanjutnya yang akan dibahas hanya tanggung jawab tenaga kesehatan di bidang hukum perdata. Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang telah melakukan kesalahan wajib bertanggung jawab terhadap pasien yang menderita kerugian karena kesalahannya. 

4.Pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan belum diatur secara tegas terkait tindakan apa saja yang dapat dilimpahkan. Saat ini yang menjadi dasar hukum bagi bidan yang menerima pelimpahan kewenangan tindakan kebidanan adalah Undang-Undang No. 36 Tahunn 2014 tentang Tenaga Kesehatan khususnya Pasal 65 serta melalui Pasal 22 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan penyelenggaraan praktik bidan.Bidan dalam melaksanakan tugasnya belum memiliki perlindungan hukum secara jelas padahal bidan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional.

5. Berdasarkan UU No. 36/2009 sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 (1) sudah jelas dan tidak perlu di interpretasikan lagi bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/ tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 32 (2) atau pasal 85 (2) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh hakim.

6. Alat bukti yang kuat dan konkrit dalam menyatakan bahwa bidan bersalah di antaranya:
1. keterangan saksi,keterangan ahli
2. keterangan surat 
3. petunjuk
4. keterangan terdakwa
Adapun keterangan alat bukti yang menunjukka bahwa bidan tidak bersalah diantaranya:
1.menunjukkan surat keterangan (Rekam medis)
2.keterangan saksi

7.jika bidan benar-benar sakit maka bidan mempunyai Asas Kepastian hukum, Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan‐aturan hukum positif. Dan juga bisa melalui perlindnggan hukum preventif dan perlindngan hukum Represif.
